
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka 

dapat dikemukakan dalam beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Pengaturan JHT mengalami beberapa kali perubahan yang telah 

dilakukan, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Peraturan ini 

menyatakan bahwa aturan mengenai PHK dikategorikan sama dengan 

pengunduran diri. Aturan ini kemudian direvisi melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program 

Jaminan Hari Tua, yang dilengkapi dengan peraturan pelaksana berupa 

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan 

Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Peraturan ini 

mengatur JHT dapat dicairkan ketika pekerja mengalami pengunduran 

diri, PHK, meninggalkan Indonesia, lalu seiring waktu untuk kebijakan 

tersebut menghilangkan filosofi tujuan awal JHT. Perkembangan 

selanjutnya adalah penerbitan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari 

Tua. Namun karena dinilai memberatkan pekerja di tengah pandemi 

covid-19, peraturan itu diganti dengan Peraturan Menteri Nomor 4 



 

 

Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat 

Jaminan Hari Tua yang berjalan hingga saat ini. 

2. Pengaturan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia membuka ruang bagi pekerja untuk 

memperoleh hak mendapatkan atas jaminan sosial. Ketentuan itu 

diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan 

yang mengatur bahwa setiap pekerja berhak atas jaminan sosial yang 

berfungsi untuk memberi perlindungan serta memenuhi kebutuhan 

hidup pekerja beserta keluarganya. Pengaturan khusus tentang JHT 

dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program 

Jaminan Hari Tua dan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. 

Dalam lima peraturan di luar UU HAM tersebut, negara sudah hadir 

dan ikut berpartisipasi dalam perlindungan dan mengutamakan hak 

pekerja. Namun dari seluruh pengaturan mengenai JHT tersebut, 

pemerintah kurang maksimal melindungi hak pekerja. Hal ini 

dikarenakan pemerintah lebih mementingkan pengusaha pada 

praktiknya hak pekerja belum terpenuhi. 

 

 



 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan dari beberapa kesimpulan di atas, maka di bawah ini 

penulis memiliki beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Pemerintah lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan mengenai 

perkembangan Jaminan Sosial terutama dalam Jaminan Hari Tua 

beserta peraturan yang mengatur Jaminan Hari Tua, sebaiknya 

pemerintah dapat membuka mata dan terjun kelapangan untuk melihat 

kenyataan kondisi para pekerja serta hendaknya dapat belajar dari 

masa lalu, agar lebih paham dan dapat menyingkronkan baik dari segi 

antar peraturan maupun dari segi yang terjadi di lapangan agar dalam 

membuat peraturan sejalan dengan kenyataan yang ada. Serta 

pemerintah harus tegas dan konsisten dalam menegakan suatu 

peraturan yang ada. Pemerintah juga dapat melakukan strategi public 

hearing atau suatu desain mengenai kebijakan pada saat perumusan, 

sebelum kebijakan tersebut bener-bener diresmikan. Agar program 

JHT ini selaras dengan filosofi atau tujuan awal pembentukan program 

tersebut. Maka pemerintah juga dapat mempertimbangkan kembali 

apakah peraturan perundang-undang yang ada masih relevan dengan 

kondisi saat ini. Sehingga dapat meminimalisir kekhawatiran 

masyarakat akan Jaminan Hari Tua dan masyarakat pun dapat 

memahami dengan jelas peraturan yang berlaku. 

2. Harus dirumuskan kembali mengenai pengaturan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan yang ada saat ini, agar tujuannya lebih 

mengoptimalkan dan mengupayakan hak pekerja berupa perlindungan 



 

 

kerja, atau membuat suatu peraturan pelaksana Undang-Undang 

Ketenagakerjaan yang lebih jelas keberpihakan kepada pekerja. Serta 

pemerintah harus tegas dalam menetapkan suatu peraturan yang ada 

agar rakyat dalam melaksanakannya dan terciptanya suatu mekanisme 

yang efektif sehingga dapat menyentuk seluruh lapisan masyarakat. 

Sebaiknya diselenggarakan program jaminan sosial, melalui program 

jaminan hari tua ini dengan baik, meskipun tujuan utama program 

jaminan sosial dalam rangkaianya mewujudkan kesejahteraan rakyat, 

ternyata juga berdampak besar terhadap ekonomi. Sesuai dengan 

peraturan yang singkron dengan kenyataan di lapangan yang dapat 

bermakna sebagai kontribusi pada pembangunan ekonomi. Bahkan 

meringankan beban anggaran negara serta terjaminnya kelangsungan 

hidup para pekerja, khususnya melalui pembaharuan program JHT 

akan mampu membentuk tabungan nasional yang sangat besar, 

sehingga bisa mendukung program pembangunan negara.  

 


